
BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 10914ggp 2925

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Tlrban Nomor 6 Tahun
2O22 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 202l-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 96

Tah,an 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-

2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan

hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan
Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, mal<a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-
2029;

rr
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Joryakarta (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahen

kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kery'a menjadi

Undang-Undang (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13l2);

Mengingat
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4. Peraturan Daerah Kabupaten T\rban Nomor 7

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);

5. Peraturan Daerah Kabupaten T\-rban Nomor 5

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029 (lembaran Daera]r Kabupaten Tuban
Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan lrmbaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penl'usunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI

STRATEGIS PERANGKAT

TUBAN TAHUN 2025-2029,

TENTANG

DAERAH

RENCANA

KAI}UPATEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.
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8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode I
(satu) tahun.

10. Rencana Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode I (satu) tahun.

11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang al<an dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcomel program

Perangkat Daerah.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai

Sasaran.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir
atau kerangka ke{a untuk menyelesaikan
permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran

Strategi.

15. Program adalah pembangunan Daerah adalah
program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah sebagai instrumen Amh
Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.

16. Indikator Kineg'a adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam
bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).



5-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk:
a. menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah

untuk menl,usun Renja Perangkat Daerah; dan
b. menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(l) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
a. bab i berisi pendahuluan;
b. bab ii berisi gambaran pelayanan, permasalahan

dan isu strategis Perangkat Daerah;

c. bab iii berisi T\rjuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan;

d. bab iv berisi Program, kegiatan, sub kegiatan
dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
dan

e. bab v berisi penutup.
(2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
tercantum dalam I-ampiran I sampai dengan
Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang

meliputi:
a. Lampiran I : Sekretariat Daerah;

b. Lampiran II : Sekretariat Dewan
Perwakilan Ralryat

Daerah;

c. Lampiran III : Inspektorat Daerah;

d. Lampiran IV : Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik;
e. La,mpiran V : Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;
f. Lampiran VI : Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah;
g. L,ampiran VII : Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

h. Lampiran VIII : Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah;

i. Lampiran IX : Dinas Tenaga Kery'a dan
Perindustrian;
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j. t ampiran X

k. t ampiran XI

l. t ampiran XII

m Lampiran XIII

n la.mpiran XIV

o Ia.mpiran XV

P. Lampiran XVI

q. Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan;

Dinas Kebudayaan,

Kepemudaan dan

Olahraga serta
Pariwisata;
Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah dan
Perdagangan;

Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik
dan Persandian;

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Perhubungan;
Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan
Perikanan;

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

serta Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam

Kebakaran;
Dinas Peke4'aan Umum
dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman;
Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk
dan Keluarga

Berencana;

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pendidikan;

r

S Lampiran XIX

t. L"ampiran XX

u. l^ampiran XXI

Lampiran XXII
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w.

x.

v.
z,

aa.

ab.

ac.

ad.

ae.

aI.

ag.

ah.
ai.
aj

ak.
al.
arn

an.
ao.

ap.

L,ampiran XXIII
la.mpiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXM
L,ampiran XXVII
Lampiran XXVIII
Lampiran XXIX
Lampiran XXX
l^a.mpiran XXXI
Lampiran XXXII
l,ampiran XXXIII
l,ampiran XXXV
l,ampiran XXXV

l,ampiran XXXVI

Lampiran XXXVII
La.mpiran XXXUII
Lampiran XXXIX
Lampiran XL
Lampiran XLI

l,ampiran XLII

Kecamatan Tuban;
Kecamatan Merakurak;
Kecamatan Semanding;
Kecamatan Palang;

Kecamatan Jenu;
Kecamatan Bancar;
Kecamatan Jatirogo;
Kecamatan Bangilan;
Kecamatan Grabagan;
Kecamatan Senori;
Kecamatan Kenduruan;
Kecamatan Montong;
Kecamatan Kerek;

Kecamatan
Tambakboyo;
Kecamatan Singgahan;
Kecamatan Parengan;
Kecamatan Soko;

Kecamatan Rengel;

Kecamatan Plumpang;

dan
Kecamatan Widang.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap Renstra Perangkat Daerah.

(2) Tujuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mewujudkan konsistensi antara Renstra

Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten
Tuban Tahun 2025-2029; dan

b. menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah yang diukur melalui
kesesuaian antara capaian pembangunan
Daerah dengan Indikator Kine{a yang telah
ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanalan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

(a) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 5

(1) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan

Bupati ini terdapat perubahan nomenklatur
Program Perangkat Daerah, narnun tidak
mengubah substansi, dikarenakan adanya

kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan
penyesuaian tanpa mengubah indikator Program

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam

RPJMD.

(2) Apabila teg'adi perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka perubahan cukup
dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat

Daerah.

Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat

dilakukan apabila:
a. dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati

ini te{adi perubahan nomenklatur Perangkat

Daerah, yang selanjutnya dilakukan
penyesuaian pengampu urusan dengan tetap

mempertahankan indikator T\rjuan, Sasaran

dan Program yang telah ditetapkan dalam

RPJMD;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah;

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada

substansi yang dirumuskan; dan

d. te{adi perubahan pada RPJMD yang menjadi
pedoman penyusunern Renstra Perangkat

Daerah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi
pedoman pen5rusunan Renja Perangkat Daerah

atau Perubahan Renja Perangkat Daerah.
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Pasa-l 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Renstra Perangkat Daerah berlalu sampai dengan

Tahun 2030; dan

b. Renstra Perangkat Daerah dapat digunakan
sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi untuk
menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat

Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2030, sebelum ditetapkannya Renstra

Perangkat Daerah periode selanj utnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 202l-2026 (Berita Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2022 Sei E Nomor 6);

dan
b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2O22 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 202l-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2O22 Seri E
Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal L9 September 2025

BUPATI TUBAN

^,ft*RA FARIDZKY
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Diundangkan di Tuban

Pada tanggal 19 SePtembet 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

BUDI ANA

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 107
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LAIVIPIRAN III
PERATUP.AN BUPATI TUBAN

NOMOR TAHUN 2025

1'ENTANG

RI}NCANA STzuJEGIS PERANGKAT

DAEId{H KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2025-2029

INSPEKTCRAT DAERAI.I KAtsUPA'Ii'N TI.JI]AN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Pas. J 272 dan 27.1 Lltrrlarrg Un<izLng

Numor 23 Tahufi 20 14 ter,ttrng Pemerintahzrrr Dat'riih, Rencana

Strategis (Renstra) Perangka.t Daerah merupakarr dokumen yang

memuat tujuan, sasaran,.progrrrm, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka penyelenggaraan Urusan Penrerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan, sosuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing perangkat dafl'ah. Selanjutnya, Inshrrksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa

Renstra merupalan doi<umen perencanaail jangka menengah

perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Inspektorat Kabupaten T\rban Tahur,' 2025-2029

disusun sebagai dokumen perencaraan teknis-operasional yang

'menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-

2O29, serta,menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan

program Kepaia Daerah. k{ aaam langkah-langkah pembangunan

yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah,

sekaligus berlungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan,

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup

Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 '

Lebih jauh, llenstra memiliki fungsi strategis dalarn

mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara

optimal terhadap pencapaian tduutt pembangunan daerah sesuai

dengan kewenangan dan tanggung j awabnya Hal ini dilakukan

dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia

secara efektif, efisien, dan berkclanjutan.

6
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Peny-usunan Rcnstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun

2025-2029 dilakukan secara sistematis meialui tahapan yang

meliputi: persiapan, perumusErn rancangan awal, penJmsunan

rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhtr, hingga penetapan

dokumen Renstra. Seturuh proses disusun dengan mengacu pada

ketentuan tugas darr fungsi perangkat daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Pcraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kirbupaten Tuban serta. Peraturan Kepala

Daerah tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban

Tahun 2O25-2O3O.

Di samping itu, penyusunan Rcnstra ini jugir diseleraskan

clengan dokumen perencanaan lriinnya, ant:rra [ain: RPJMD

Kabupatcn Tuban, Rcnstra Insp(:l(tora1 Kallupzrtr:n 'fltltatl 'I'altr t rt

2025-2029, Renstra K/L, l'tcncanar Tirta Rurtrrg Wilrtvrrh (lt'l'[:W)

Kabupaten Tuban, scrta hasil KLrlian Lingl<utt11;tIt Ili<lLrp Strlrlt'1'.r:;

(KLHS) RPJMD Kabupaten Tlrbtrn, sehingga mcnji nin li Ctt'r'pittlLtit t t

arah kebijakarl pembangunan sccara vertikal lnauprlll horizontal'

1.:. Dasar'Hukum
Penyusunair Rencantt Sl.rategis (Renstral Inspektorat

Kabupaten Tuban Tahun 2C'25-2O29 djdasarkan pada ketentuan

regulasi sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur;
3. Undang-Unaang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Ncgara yang Bersih. dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Ne.potisme (Lembaran Republik Indonesia'fahun 1999 Nomor 75;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'385 1 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor

a2861;,

5. Undang-Unding'No,no:; 1 Tah.un 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran I{ega'a Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor

66, Tambahan Lembaran Nega::a Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noirror 66,

Tambahan Lembaran Ncgara Repubiik Indonesia Illomor 4400);

2
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 l.lomor 104, Tetmbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 4421);

8. Undarg-Undang Nomor 9 Tahr..n 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Ltndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeriltah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia lllomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 59 T:rhun 2024 ter\ang Rencanut

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRIPN) 'lahun 2025-

20451'

11. Peraturan Pemerintah Nomol' B Tahun 200tJ telttilrlg 'I'ithapart,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalial dan Evalttitsi Pl:Iaksiureittr

Rencala Pembangunal Dar:l'an (Lembarillt Nt'gilr:r t?t'lltrlrlil<

lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambalr:rr, l'r'tnlrirrot.t N6'11rrr'r

Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor o0 Tahun 2o0u tenlirrg Sistt'ut
'Pengendalian Intern Pemerintah (kmbar Nt:gitra Republik

Indonesia Tahurr 2008 Nomor 127);

13. Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 2017 tent:rng Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 2o Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruani Witavah Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nonror 12 Tahrm 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negarir Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 tentaag Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tamtjahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

N6mor 6178);

16. Peraturan Petr,erintah Nomor 12 Tahun 20'19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42);

17. Pe:,aturan Pemerintah Nomor 13 Tah'un 2019 tentang Laporan

dan Evaltasi Pe.nye.lenfigaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presidcn Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tulrran Pcmbangunan Berkelanjutan (Lenrbaran

Negara Republik Indoncsia Tahun 2017 Nomor 13C'r);

I
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19. Perlturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentar:g Rencana

PembangUnaa Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Menteri Daldm Negeri Nomor 15 Tahun 20O8 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 67 Tahvrt 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah (Berita l,legara Republik Indonesia Tahu.n 2011 Nomor

927l.;,

21. Peraturan Ivlenteri Datam Negeri Republik Indonesia Nomor 104

Tahun 2016 tentang Pedoman Nonenklatur Perangkat Daerah

yang Melaksanakan Fun gsi Pengawasan;

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentar,g

Tata Cara Perencaraan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, 'l'trta Cttra Evaluasi Ra'ucangan Peraturan

Daerah tefltang Rencana Pembangrrnan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pemban5lrnan ,Jetngka Menengalr Daerah, sc"rf n

Tata Cara Perubahan Rcncanl Pembarlgunan 'Jangl<a l)anjang

Daerah, Rencana Pembangunan .langl<a Menengah f)aerah, clitn

Rencana Kerja Pemerintah l)aerah llleriltr Nt'girr':r Rcptrblili

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negr:ri Nomor 9tl t;rfrttrt .loitl lt'rltirr:i"
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berit:r Nt:gltr'a Rt'1ltrlll r li

-'ndonesia Tahun 2018 Nornor 1538);

24. Peraturar- Menteri Dalam Negcri Nomor 70 'l'ahuD :2019 tentang

Sistem Inforrirasi Pemerinf ahan Daerah (Berita Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor I114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun i2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenkiatur Perencanaan

Pcmbangunan Dan Keutrngan Daerah;

26. Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2O2O tentang

Pcraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2O 19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeler,ggaraarl Pemerintah

Daerah (Berita Iricgala Republik Indcnesia Tahun 2O20 Nomor

28,8);

27 . Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
' Penerapan Standar Pelayalan Minimal (Berita Negara Republik

Indongsia,Tahun 2021 Nomor 1419);

('I i)
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29. Pcraturan Mentcri PenCayagu.naan Aparatur Negara dan

Rcformasi Birokrasi Repubtik indonesia Nomor 25 Tahun 2020

tcntang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24;

30. Keputusan Menteri Dalam llegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tcntang Hasil Verifiliasi, Validasi, Inven:arisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kocleirkasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangu.nan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam

Negcri Nomor 9OO.1-2850 Tahun 2025;

31. Keputr;rsan Menteri Dalam Negeri Nomor 900' 1' 15'5-3405 Tahun

2024 tettans Pc'rubahin Kedua Atas Keputusan Menteri Daiam

Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Invcntarisasi Penrutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

Dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

32. Instruksi Merrteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 .tentang

Pcdoman Pcnlrrsunan Rencana Pembanguran J ar'gka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025=

2029;
33. Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Timur }{omor 1O Tahun 2023

tentanfl Rencana'lata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun

2023-2043:.

34. Pcraturan Daerah Provinsi Ja',va Timur Nomor 5 'fahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jatwa Timur Tahun 2025-2045;-'

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025

tentang Rcncaner Pembangunan Jangka Merlcngah Daeralt

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (l'errrbirran Dacrirlr

ProvinsiJawaTimurTrrhunilU25SeriDN()rn()r.l,Tlt'tlllit}tlrrr
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nornor t 32);

36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rban Nomor I I 'ftrhun l2o I (r

tentang Pembentukan clan Susunan I)t:r'rttrgl<irl l)aerirlt

Kabupaten Tuban, yang diubah dengan l)t'rilturttn l)aerrtll

Habupcten T\rban Nomor l l Tahun 202 l (''rrlirlrll Pt'rub;lhitn

Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 1'ahun ''10 16 tentang

Pembentukan dan Susun.rn Perangkat Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pengarusutimaan GerlCer Dalarn Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten'fuban Tahun 2019 Seri E Nomor

31, Tambahan Lembaran l)aerah Kabupaten'luhan Nomor 121);

.)I 2.y
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JJ.

39.

40.

, 47.

I

1.3 Maksud dan TuJuan

Penyusunar. P.encana Strategis (Renstra) Inspektorat

Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk

menghasilkan dokumen pcrenc.rnaan pembangunan jangka

menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah s<:lama periode lirna tahun' Dokumen ini

merupakan penjabaran opcrasional da-ri visi, misi, dan program

Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat-

Daerah secara sistemzttis, terarah, terukur, dan akuntabel'

T\-rjuan penJrusunErn Rensl ra Inspektorat Kabupaterl Tuban

Tahun 2025-2O29 adalah sebageri berikut'

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah gunit nr.endukung pcnt:itprdan visi tlarr

misi lnspektorat Kabupaten 'l'uban serta pr':nvujlttlan tujuirtl

pembangunandaerahSecaratcrencanadalanrpct.ttlctt:Iimirtirhuttl
2. Memberikan arah yang jclas untuk irnpientcntasi lujutrn' sasiui-rrl 

'

strategi, kebijalan, prog5am, dan kegiatzrn l)(:n I l)itrl!"[ I nalt st:stt:ti

dengan kewenangan dan tanggung jawab hlsptrlitolrt' yrtttg pilrlit

akhirnya mendukung pencapa ian tujuan pt:m btt trgtttrirtl claerr t lt

yang telah direncanakar;
3. Mernberikan lerangka evaluatif berupa tolok ul<ttr lcincrja yang

digunakan sebagai dasar pengendalian, pernantauan, dan

evaluasi terhadap pclaksanaan program dan kegiatan

pembangunan yang cidalankan Perangkat Daerah; d'rn

4 5 I2

Peraturan DaeraJr Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020

tentang Rencana Tata Ruang $/ilayah Kabupaten l\ban Tahun

2O2O-2O4O (Lembaran Daerah Kabupaten Tutran Tahun 2020

Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Tuban

Nomor 141);

Peraturan Daerah Kabupatelr Tr.rban Nomor 4 Teltrun '2024

tcntang Rencan.r Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
Pcraturan Daera-h Kabupaten Tuban Nomot 7 Ta}:lun 2024

tcntang Rencana i'embangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tubar, Tahun 2025-2045 (Lembaran' Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, TamUahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 185); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tubal Nomor 5 Tahun 2025

terrang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten 'Iu'oan- l.rahuir 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Ttrban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194)
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4. Menjadi pedoman dalam perryusunan dokun,,"t' p1'66n66 I(ct'irr

(Renja) tahunan Perangkat Dat'rah sclama pt'rio<lr: p('r(:n(:it nail r,
sehingga terumjudnya keterpa<iuan antare p(.r'(' ncirr): tatl .ianglir r

mcnengirh dan tahunan.

1.4 SistematikaPenulisan
Rencana Strategis .lnspehtolzrt Kabupaten Tubar Tahun 2025-

2029 disusun dengan mengil<uLi sistematika penulisan setragai

berikut:
BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penJrusunan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran

dalam bab ini mencakup:.
1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I:. GAUBARAT{ PELAYAIIAN, PERIIASALAIIAN, DAN ISU

STRATDGIS PERAN{iIqT DAERAH

Bab ini xremuat informasi terkait gambaran pelayanan,

permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup

antara lain:
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.L.7 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah;

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Tuban;
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perarrgkat Daerah Inspektorat

Kabupaten Tuban:

2.1.4 Kelompox Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektcrat Kabupaten Tuban; dan

2.7 .5 Mitra Pertrngkat Daertrh Inspektorat Kabupaten Tuban

dalam Pernberian Pelayalan.

2.2 Permasalahan dan Isu Stral-egis Perangkat Daerzttt

2.2.1 Permasalahan Pclayartirn Perangkal Daeritir; dan

2.2.2 Isu Strategis.

5 I
4V (t,6. I



BAE TV. PRO.GR3.Iil, I{EGIATAN,SUBKEIGIATAN, DAN KINERJA

PENTELEIIGGARAAN BIDA}IG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan

Perangkat Daerah besert,l indil<ator kinerja dan pendaniran indikatif.

Selain itu, dicantumkan pulrt indikator kinerj a penyelenggaraan

urusan pemerintahan sesuan k<:wenangan perangkat daerah' Adapun

rincian subbabnya zrderlah:

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan

4.2 Iiineda Penyclenggaraan Bidang Ur.rszur.

BAB V..PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari lteseluruhan

dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme

. pengendalian dan evaluasi terhadap pere canaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di

lingkungan Indpektorat KaBupaten Tuban Rincian subbab pada Bab

V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

'/* l'4'3G1 5 6
/

8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran iangka mcnengzth

Inspektorat Kabupaten Ttrban Tahun 2025-203O bt'sertrt indikrllrrr

kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima trrhltn kc depiln.

Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai bcrikttt:
3.1 Tujuan dart Sasaran Jangka Menengah Perangk;rt llitt'ralti datr

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pcrangkat Dacr:rh.

a7
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

PERANGI{AT DAERAH

2,1 Gambaraa Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1Tugas, Fungsi, dau Stnrktur Organisaei Inepolrtorat Daerah

Inspelrtorat Daerah Kirbupzrlcn'luball di b<:l'tl ttk br:r<lirsitrk: r r t

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 ',l'ittttttr 20l6 lr:trtttttg

Pembentukan dan Susunan Perzrrrgkat Daerah sr:llagairnana telalt

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturatr I)ircrah Krll)Llpat('rl

T\rban Nomor 11 Tahun 2027 tentang Perttbitltitn l(eliga atrts

Pe aturan Laerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang l)t'rnlrt:ntukan dan

S.rsunan Perangltat Daerah Jan Peraturan Bupati 'l'ubrrn Nomor 3I
Tah:un 2022 tentang Uraian Trrgas, Fungsi, dan Tata Xe4'a Inspektorat

Daerah Kabupaten Tuban Pasrrl 2 a5'41 5 yang berbunyi 'Inspektorat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

"membantu Bupati dalam rnt:mbina dal mengtrwasi pelalsanaan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan oleh Perangkat Daerah".

lnspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh

Inspektur. Dalam melakianakan tugasrlya, inspektur bertanggung

jawab Lpada Bupati nrelalui sekretaris Daerah. Inspektui dibantu

oleh 5 (iima) orang Inspektur Pembartu (Irbarl) yaitu Irbah t, Irban II'

Irban III, Irban IV, dan Irban V. Pelaksana tugas pembinaar dan

' pengawasan ini dilakukan oleh dua jabatan fungsional valg ada pada

Inspektoral Daerah Kabupaten Tt'lban yang rneliputi

Fungsional Au'ditor . d{n Jabatan Fungsional

Penyelenggaraan Untsan Pemerintah Daerah (P2UPD)'

Berikut struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten

T\rban menurut Peraturan Bupati T\rban Nomor 3 L Tahun 2022

tenta.ng Uraian Tugas, F\rngsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Tuban sebagai berikut:

l. Inspektur
2. Sekretaris, yang membawahi Subbagian Administrasi Umum

dan Keuangan serta Jabzrtan Fungsional Perencana Ahli Muda;

3. lnspektur Pembantu, yarrg terdiri dari :

a. InsPektur Pembantu I;

b. lnspektur Pembantu Il;

c. InsPektur Pernbantu tll;
d. InsPeli:tur Pt:mbantu tV; dal
e. lnspektur Pt:mbanttt V.

Jabatan
Pengawas

4 (r t
,tu
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4. Kelompok Jabatan F\ngsional Auditor dan Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pembentukan Inspektr.rr Pembantu V adalah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintal-r Nomor i 8 1'ahun 2O 16 tentang Perangkat

Daerah dan Surat Edaran Mcntcri Dalam Negeri temggal 15 Juli 2020

Nomor 800/407OlSJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi

Jabatan lnspektur Daerah dan Iionsultasi Pemberhent ian atau Mutasi

Inspektur Daerah dan tnspektur Pcmbantu di Lingkurrgar-r Pemerintrrh

Daerah. Gambaran Struktur clr ganisasi di lnslx:klo|at l)ztcntlr

Kabupaten T\rban dapat dilihat pa<la bagan bcriliul:

trasPEt(luN

raa llla ,^trrrara
arottota ,urot. l .

ett o a\tao
:

Gamber 2. 1 Struhur Orgaaieasi l{abupatea Tuban

Sumber: Perbub Nomor 31 Talur'- 2022

Inspektur memiliki tugas membantu Bupati membina dan

menga,;rasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan I)aerah. dan Ttrgas Pembantuan oleh Perangkat Dacra-h'

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan progr€un pengawasan;

2.Perumusankebijakanteknisbidangpengawasandanfasilitasi
pengawasan;

3. Pelaksanaan pengawasan interna-l terhadap kinerja

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan'

kegiatan pengawasan lainnYa;

4. Pelaksanaan pengawasErn untuk tujuan tertentu

penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai

Pemerintah Pusat;

5. Penyelesaian laporan hasil pengawasan;

dan
dan

atas
wakil

1 2..,.r 3c 4
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6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

8. Pelaksanaan administrasi L:spektorat:

9. Pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang

menjadi tanggung jawab Inspektorat;

10. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam

rangka peningkatan pelayanert publik;

11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan

pertirnbangan pcngembangrttr L arier;

12. Pelaksanaan laporan/ pcrtanggungiawaban kepadzr Bupati; dan

13. Pelaksanaan fuugsi lain ynng diberikan oleh Bupati terkrlit

dengan tugas dan fungs-inYa.

2. 1.2. l. Tugas Pokok dan Fungei SeLretaris Incpokorat

Sekretaris mempunyai tugas melaksartaki t I t pt'tntri t taitl t tel< t t r s

dan administratif ke dalam sernua tlnsur di lingl<rrrrgart [us1x:ktor;rl

dalarn melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyt'lert gga t itkzl tt fungst :

l. Penglioordinasian perumusitn renca:ra progr€rm kerja dan

Ernggaran lengawasat:, penyiapan Penyclestuatr rzrncangurn

peraturan perunCang- rrndangan dan pengadministrasian kerja

sarma;

2. Pelaksanaan evaluasi pengawasall, pengumpulan, pengelolaan,

analisis dan penyajial laporal hasil pengawasan serta

monitoring dan evaluasi pencapaian kine4'a;

3. Pelal<sanaan pengelolaan keuangan;

4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan

rumah tangga;

5. Penyelenggaraan plngelolaan dan pengamanan barang milik

daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;

6. Pelaksanaan Penilaiar kinerja bawahan sebigai baharr

pertimbangan Pengembangan karir;

7. Pelaksanaan laporan/pertanggungiawaban kepada Inspelidur;

d'an,
8. Pelaksanadn fang.si I'3.in yang diberikan oleh Inspektur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

/t
I2.

,.{J-
36I /

I
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2. 1.2.2. Tugas Pokok dau Fungsi Kepala Subbagian

U Subbagiaa Administrasi Umum daa Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan urusErn kepegawaian, tata usaha, perlengkapan

dan rumah tangga, pengelolaal keuangan, penatausahaan,

akuntansi, veriirkasi, pembukuan dan pelaporan keuangan' Dalam

melaksanakan tugasnya, Subbagian Administrasi Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan adrninistrasi kepegawaian;

2.Pelaksanaantatausahadanpembinaantatausahalrrspelrtorat;

3. Pelaksanaan urusan pcriengkapan;

4. Pelaksalaan urusan rumah lar)gga;

5. Peiaksanaan anggar€rn dan penyiapiur bahirn lrulggapan atas

laporan pemeriksaan keuangan;

6. Pelaksanaal Perbendaharaan ;

7' Pelaksanaan verifikasi, akull tansi dan lrel i t 
1 
lcrr, r r t l<t: t tirt rlia n;

8. Pelaksanaan penilaian kinerja barvahtrn sebagai bahrrtr

pertimbangan pengembangan kilrt(..r: ['elt tksani t rt tt

- lapor4n/ pertanggungia waban kepada Sclcrt'tirris; clittt

Pelaksanaa.n filngsi lain yang diberikan olt:h Sel<retarts dengan

tugas dan fungsinYa.

2. L.2. g. Tuges Fokok drn Furgci lrrepeHur Pembantu

U Iuepektur Pembadtu I-IV

Inspektur Pembantu I'lV rnempunyai tugas melaksanakart

pengawaseul terhadap pelaksanaan urLlsan Pemerintahan Daerah

yang mempunyai wil.ryah ker;a pembinaan dan pengawasa-n pada

Perangkat Daerah dan Desa/ Kelurahan di wilayah masing-masing'

Dalam melatrisanakan tugasnya, Inspektur Pembantu

menye.lenggarakan fungsii

1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah

ma sing- masing;

2. Perumusan dan penyelesaian skala prioritas obyek

pemeriksaan di wilayah masing-masing;

3. F'engcordinasian pelaksanazln pelrgawasan pejabat pengawas

pemerintati di'wilayalr masing-masing;

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraErn urusan pemerintah dan

tugas pembantuan di wilayah masing-masing;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

YLE'TV1-#I
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7. Pbmcriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di

wilayah ma'sin g- rn""iri. g;

8. Pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap substansi

Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan Penyelesaian

Kertas Ke{a Pemeriksaan;

9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan Pcngem bangan karir;
10. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada inspektur;

dan
I 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspel:tur terkait

dengan tugas dan fungsinYa.

2l Inepetrtur Pembantu V

Inspektur Pcmbantu V mempunyai tugas melaksanakal

pengawasan, pengumpula-n bahan, meneliti' menganalisis dan

mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang bcrindikasi praktik-

praktik korupsi, ko.lusi, dan ncpotisme, menitrdaklanjuti aduan

masyarakat serta tuEias kJrusus yang ditetapkan oleh Inspektur'

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektttr Pembantu V

menyclenggarakan fungsi :

1. Penyelesaian bahan percncanaan prolganl [)c llall,]i tnit t t [<'astts

dan pengaduan;

2. Penyclenggaraan baltan dan pelaksanaan pcllarlg'rntut kastts

dan pengaduan;

3-. Pelalsanaan koordinasi dan Kerjasama perlgawusalr dengatt

Apardt Pengawas Internal Pemerintah lainnya rrtau 'Join Audit;

4. Penyelesaidn bahan dan pelaksanaan pemeriksaan,

pengusutan, pengrjian, detn penilaian kebeniran laporan

pengaduan;

5. Penyelesaian bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawaszrn

atas pengaduan masyarakat, perorangan badan hukum dan

penanganan kasus berindikasi korupsi;

6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung

kegiatan investigasi.

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum,

perrnintaan informlsi, dan pelirnpahan kasus kepada instansi

penegak hukum;
8. Pelaksanaan penilaian kineq'a bawahan sebagai bahan

pertimbangan pengembangan karir.
' g.Pelaksanaan laporan/pertanggungiawaban kepada Inspektur;

dan,
10. Pelaksandan'fur-gsillain yang dibe:-ikan oleh Inspektur terkait

dengan tugas dan fungsinYa.

tw,frI
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2. 1.2.4. Tugac Pokok dan Fungsi Jabatan Fungslonal'

U Jabatrn Fungsload Ar.rditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan

kegiatal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis

pengendali'an tlan pengawaoan yang meliputi audit, evaluasi, review,

pemantauan, dan kegiatari pengdwasan lain, meiipuli konsultasi,

sosia-lisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai atas efisiensi dan elektiflrtas manajemen risiko, pengendalian

dan proses tata Kelola unit yang diawasi. Dalam melaksanakar: tugas

pengawasan, Jabatan F\rngsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan audit atau penga\r'asan dal review terhadap

pelaksanaan urusan Pemenlltaharr Daerah dan urllsan

Pemenntahan Desa sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan

keahlian/ keterampilan yang dimiliki;

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan

Inspektorat da-lzrm rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas;

3. Pelaksanaan pt:laporan seca ra lisan mau pun tertulis kepada

lnspelrtur/ Inspt:ktur Per.rbantu sebagai prrrtanggungiawaban

atas pelaksanaan tugas;

4. Pemberial saran ttrur pertimtrang:rn kepada

Inspektur/Inspektur Pembirntu baik diminter maupun tidal<

sesuai dengan lingkup tugas dan keahlianltr':t;

5. Pelaksanaan penilaian k'irlerja bawahitn setratgai traltirrt

pertimbangan pengembangirrl karlr; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas lairt yal1g diberikrr,l ttlt'll itl:rsart sr:sttitt

dengan bidang tugasnYa.

2l Jaba'taa Fungsional Peagawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerlnta*r Daerah (P2UPD}

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan atas penyeienggi raan teknis urusan Per:: erintahal di

daerah, yang meliputi :

1. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan

pemerintahau
2. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peratural Bupati;

3. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

4. Pengawasan untuk tujuan tertentu; dart

5. ?elaksanaan evaluasi penyeienggaraan teknis pernerintahan

Daerah.

1 + 6l2.
,c

,(
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3l Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya terdiri atas sejumlah
jenjang jabatan fungsion.:l yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai'dengan bidang keah,liannya selain jabatan furrgsional auditor

dan P2UPD. Kelompok fungsional berkedudukan di 'bawah dan

bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris,

. kepala Subbagian, atau }rspektur Pembantu yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumie t'DaVr Perang.kat Daerah InspeKorat Kabupaten

Tuban

Pelaksanaan fungsi lnspektorat Kabupaten Tuban harus

dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga

memerlukan dukungzrn surnber daya yang memadai. Sumber daya

berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaarr fungsi

perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan

asset/ sarana prasalana. Dengal permasalahan dan tuntutarr

masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi

dari pemerintah, maka diperlukan sumber dal'a yang memadai dan

berkualitas untuk meuujudkan tujuan, sasaran, dan program yang

ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten T\rban'

2. 1.2. L. Kondisi Kepegawaian Inspelrtorat Kabupateu Tubaa

Penyelenggaraan urusall pemerintahan pada Inspektorat

Kabupaten T\rban menunrut dukungan sumber daya malusia yang

memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Insllcktorat Kabupatcrt

T\rban memiliki 54 pegawai' Adapun rinciatr jumlah pcgawui

berdasarkan jenj ang jabatan struktural dan fungsiotrirl arl:tlah st:bnp'.:tt

berikut:
1. Eselon II

2. Eselon III

3. Eselon Iy'

4. Pejabat tungsitnal

5. Pelaksana

Berdasarkan

:.1 Oran61

: 6 Orangl

: 1 ()rang

: 39 Orartg

: 7 ( )rart1;

cti atas, dapat disimPulkan bzrhwaclata

ketersediaan SDM pa<ta Inspektorat Kabupaten Tuban berada dalam

kondisi belum ideal. Sehinggar, ke depannya diperlukan langkah-

langkah penguatan mclalui pengisian jabatan kosong, penataan uiang

struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung

pencapaial tuju,,n strategis organisasi secara optimal'

.)
(I

/
2
,lY

4 6lt/
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Jumlah pegawai di Inspcktorat saat ini berjumlah 54 orang

terdiri dari 50 PNS dan r{ Non-PNS. Dengan rincian sesuai jabatan

sebagai berikut:
I Auditor Pelaksala/TeramPil : 9

2 Auditor Pelaksana l,anjutan/ I\{ahir : 2

3 Auditor Ahli Pertama : 11

4 Auditor Ahii MuCa . ' 5

5 /.uditor Ahli MadYa " 2

6 P2UPD Ahli Pertama : 6

7 P2UPD Ahli Muda. : 0

8 P2UPD Ahli MadYa : 3

9 P6laksa4a. : 8

10 Non-ASN : 4

Adapun hasit analisis kebutuhan pegawai berdasarkan

jabatan pada posisi Auditor adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Keburtthan Pegawai untuk Jabatan Auditor

J

5,2

o9

Sumber: Hasil analisis kebutithon lteaauai' 2025

Tabel 2. 2. Kebutuhan Pegawai untuk Jabatarr P2UPD

Sumber: Hasil anal'tsis kebuttlnn pegaua| 2025

J 6.I

2201 Auditor Utarna

712

22

-1

4

5

11

Auditor Ahli MadYa

Auditor Ahh Muda

10

16

10oAuditor Penyclia

i Auditor Pelaksanir

Auditor

Peiaksana/TetunPil

6
Lanjutart

No---JcqiengJab I
Xsbutulsn---Xetrur3aggs-ten

v ,fJ
4/

24

5Auditor Ahli Pertirma

3

25.29 ,*
Jumlah .

: I$kgreqEB$No

.)P2UPD MadYa1

10

b

102 P2UPD Muda
713

0

6P2UPD Pertama
o 29 r. 20.9Jumlah

-"f
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Berdasarkan data ditltas kebutuharr 1x'girwai socitl i t

keselun:han adalah 45 orang. Pada jabatan rrutlitor nrasih

dibr,:uhkan. 25 pegawai dan di P2UPD sejumlah 20 orang. Selain

asp:k jabatan, kondisi pegawai juga dapat tlililtirl" dari tirrgkat

kuatilikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi

indikator penting dalam menilai kapasitas individual pcgawai dalam

melaksanakan tugas Femerintahan dan pelayanan ,publik yang

semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada

lnspektorat Kabupeilen Tub:rn sebanyak 54 dapat dirincikan

berdasarkan kualifi kasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 8 Orang

2. Sarjana S-1 
.: 

33 Oralg

3. Diploma 3 : 13 Orang

4. SMA Sederajat :3 Orang

Selanjutnya, distribusi usia pegawaijuga rnenjadi aspek penting

' dalam analisis pengembangan sumber daya malusia. Komposisi usia

membetikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi

aparatur, serta' rner:jadi dasar dalam merancang strategi

pengembargan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan

perencErnaan kebutuhan pegawai di masa menCatang. Jumlah

pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dirincikan

. berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
1. Usia < 3O tahun : 13 Orang

2. Usia 30-39 tahun : 17 Orang

3. Usia 4G49 tahun : 16 Orang

4. Usia > 50 tahun : 11 Orang

Dari data diatas, diketahui bahwa komposisi aparatur saat ini

tidak di dominasi oleh kelompok usia tertentu. Proporsi pegawai muda

sedikit lebih banyak yang menunjukan adanya potensi untuk

melakukan pengembangan kotnpetensi dan bersiap untuk

menghadapi perubahan di masa menCatang.

A. L2.2, Kendisi SstBae Prasqrana InsPektorat Kabupafen Tuban

Kondisi sarana dan prasarana yang dinilikj oleh lnspektorat

Kabupaten Tuban sebagai saranet pendukung 1tt:k t l<sll:r aa t t fttn;1sr

organisasi dapat dirincikan setra gai berikut.

,r. 
/

3c I2r*
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10

IJ
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t)

16

3444 l0
10

11

98

3

915

16

18

421

Hommer Test

2

4

Meteran Laser

Distancing
22

genis qsrlqe qlq . .Koadiel .'

Liiat, tidakfryakNo
Prasara e

-lu-

Tabel 2. 3. Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daorah

Station Wa n

Se oa Motor .74
91

I

40
6\)
a.)

25

25

4

Lapto

Pnnter

AC Sltlit
PC

60

16

6 5

Sconner

8 Lemari

J J

Me aKe al

-Meja Lipat
Kursi Keda

35

10

26

35

10

26

98

13

t4
Alat Keamanarr

TV

17

3
,2c

9

2

3
g

2

1

4

2

3

5

4

Video Wall

19 LPS

24 Camertz Conference 1

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpuikan bahwa

sebagian sErrana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat

Kabupaten T\rban berada sebagian besar dalam kondisi layak'

Tcrdapat 7 jenis sarpras yang menriliki kondisi bcberapa tidak iayak

baik karena kerusakan fisik ataupun usia pakai yang telah melampaui

batas optimal. 7 jenis sarpras tcrst:but adalah Sepeda Motor, Laptop,

Printcr, AC Spil, PC, Scanner, dan Meccrau dorong. OIeh karena itu,

diperlukan langkah strategis bcrupa pemcltharilirrt itscl yartg masilr

tayak, penghapusan aset tid.ak lttyak, serta pengrrdaan sarana bartt

secara bertahap guna mendukung pelaksanazrll tugas d:rn lUngsi

secara optimal dalam Iima tahun rnendatang. Untttl< trscl yatlg ticlrrl<

layak akan dilakukan penghapusan, selanjulrryit ak:ltr cliadakrttt

pengadaan ulang as3t dengan.iumlah l'ang samit.

54
/

1. 2.4/
()

tlumhh'

16

5

-l

12 _l(ursi Rapat

Kursi T\:nggu

Mesin Pencacah Kertas

Sourtd S'gstem

1

20

Meteran Dorong

4Jangka Sorong
1
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2. f.3 KinerJa Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok rlan f',rngsi, Irrsl-lt:l<torirt Kl!rupal t'r r

TUban telah menetapkan arah kebijakan yang clituangkarr ddum
Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sc'krr'lariat sr:rta Ri<tang'

bidang terkait, dengan dukungan pendanaa-n rnel:rlui J:rograrn clan

kegiatan yang tersedia. Capaian Inspektorat Kabupalen 'ltrbrln dalitm
5 t'-nun seltelumnya sebagai bcrikut:

1 36 v2 6/ l



-20-

Tabel 2. 4. Pencapalan KinerJa Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

r.l/A I O00z

Prosentase OPD /ang
dievaluasi SAKIPnya

Cengan kategori

peringkat minimal BB

{Sa-1ga: Baik)

N/A

N/A N/A

t27yo 143910 98.r; 1000,; oo^

N/A

3

:<i :: l\,i"turitas SPIP
r oct: o

I tJPlnr BPK

-(:. nr rre ;-; LKJ|P Inspektorot Kabupaten 1\tban 2020-2024, 2025

\1"TP lo0% N/A N/A

(2) (3) 14) (s) (6) (71 (8) (e)(1) (10) (l t) u2) (13) (14) lt7'l

N/A N/A 99,870/0 I OO%

(15 (16)

PerEentase

rekomendasr temuar

hasi.l Pemeriksaar

BPK )'ang

ditindakle.njuti

Per_sentase

penanganan kasus

aduar, di lingkungaa

Pemerirrtah

100

t...I haoupa:en I uoalt

I

oo

2

loo N/A

70 70

N/A N/A N/A 99,47

N/A N/A loo.

loo 10c 100 49,13

too N/A

100

100 100 t00

N/A N/A Level 3 Level 3 N/A Level

3

N/A

W'I'P WTP N/A

Level 3

N/A N/A WTP

N,IA

r"!"rP \\t t, WTP

3

Lt'vcl

! ferytKt{.lr i o
ps2i 'b"ri zlrzs

i .! i i t!,-f T+*i** .1"o"[ . db,i i *L/ 1",;A
I cepaiad xtn{rja I

*>ri obo iroi"'2nm Co24aiJr24 - -20/26

+ 61 3 nr

I

I

-+

I

l" &dLkato.r
,.t

too N/A N/A

N/A

98

I-"vel 3

100%
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1. Persentase rekoEendasi tenurn hasil pemerlksaaa BPK yang

ditiadaklanJuti. Persent:rse rekomendasi t(:muan hasil

pemeriksaan Badan I'emeriksa Keuangatt (IfPK) yang

ditindallanjuti menjadi serla h sarrr irclikalor Ix)lll.illg (lllli-rlrr

pengelolaal keuangzrn daer.rh kahupaten Tltbatr. l'rr(la lilhurl 20:10.

capaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 99,87"/o, hampir

memenuhi target IOO96. Selanjul:rtya, pada lahr.trr 'lO2 l, t'ttperiirtl irrr

meningkat menjadr 1007o, menancl,akan adarnyir 1x't lritlkart l<ltretlir

d'Jam tin laklanjut hasil tenruarl pemeriksaarl lll'K. Prtda tahurt

'2O2L terd.apat 362 temuar-r ciengan 773 r'ekonrentlasr' Dari total

tersebut dicatat bahwa sebanyak 734 rekolnetrdasi telah

d.itindaklanjuti dan 39 rekomeudasi masih dalam proses ti-rrdak

ianjut atau belum seledai ditindak laniuti'
2. Persentese DerranrgaEal Lasus aduan di tingkuagaa Pemeriatah

Kabupaten Tubaa. Pada trrhun 2021 kasus pengaduan yang

ditangani oleh Inspcktorat l^abupaten Tubar, hanya kasus yang

berasal dari peng:rctuan masyarakat atas kasus yang berjumlah 20

kasus. Dari 20 kasus tersebut semuanya ditangani dal sernuanyar

terbukti. Sehingga penanganan kasus aduan berhasi-l mencapar

target 100%, menardakan sehrmh pengaduar: telah ditindgklanjuti

dengan baik tanpa ada kasus yang tertunda.

3. Proeentase Organlsasi Peraagkat Daerah (OPD) yang dievaluasi
dala6 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAXJ,PI dengan peringkat mininaf BB atau sangat baik juga

mengah#i penirgkatan 1<rng sigrrifftan. Pada tahun 2O2O, capaian

sebesar ag,L3o/o sudai melampAui target a'waJ' TOVI' Capaian ini

terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 202 I dan

kembati sedikit menrlrun menjadi 98% pada 2022, sebelum stabil

kembali di angka 100% pada tahun 2023 dan 2024' Hal ini

menunjukkan peningkatzrn kualitas kinerja CPD yang konsisten'

Ct3
6

4I1 .t 2. Itl
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O Prosentase OPD yang di-evaLuasi SAKiPnya dengan minrma[ BB

100 98,OC

49,1J

RF.PO

2022 i'o.':J

100100

2027

Grafik 2. 1 Capaian Indikator PEosentaae OPD yang dicvaluasl
deagan MiEimal BB

Sumber: LKJiP Inspektorat Tahrut 2O2O.2(t:?4, 2O25

Pada tahun 2rJ24 kegjaLan r-'valuasi SAKIP dilakukan dengan

mengevaluasi dokumerf Rerr stra 202l-2026, Renja 202 t', Perjanjian
kincrja, dan dokumen pelaporan kinerja. Target yang ingin dicapai
pada tahun 2024 adalalo 100')6 dengan kategori minimal BB (sangat

baik). TerdapaL 42 OPD di Kabupaten Tuban di Tahun 2024 yang
dievaluasi dengan hasil 26 OPD mendapatkan kategori A

(memuaskan), 16 OPD mendapatkan kategori peringkat BB (sangat

baik).
. Tercapainy a kinerja ini didukung oleh sistem yarlg dapat

menjamin penggunaan sumber'-sumber daya yalg. konsisten

dengan asas-asas umu[1 penyelenggaraan pemerintahan, ada:rya

komitmen dari pimpinan dan seluruh staf OPD yang bersangkutan,
dapat,menunjukal irdanya tingkat pencapaian tujuarr dan sasaran
yang telah ditet2pkan, beiorientasi pada pencapaian visi dan misi
serta hasil dan maltaat yang diperoleh, serta marnpu menyajikan

keberhasilan dan kegaga-ian dalam pencapaiar sasaral dan tujuan
yang ditetapkan.

t:=n'

O
2020

1

/ tu 3.t 4I ,r 6./
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4. Level Maturltas Sistem Pengerr.lalian Intern Pemerintah (SPIP)

menjadi indikator pcngendalian internal instansi pemerintah yang
penting. Inspektorerl berhasil mempertahankan tingkat maturitas
pada level 3 sejak Lahwn '2022 hingga 2024, yang menunjukkan
pengendalian internal sudah bedalan cfektif dan sesuai standar.

Level Matu ritas SPIP

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,s

0

Level3 Li'vel3 Level 3

lo ).42i20 2023

r,,PtP

Grafik 2. 2 Capaiao.Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022-
2024

Sumber: L,KJiP htspeldorat Tafun 2022-2024, 2025

Tercapainya indikator ini di level 3 didukung oleh pengelolaan

kincrja yang cukup baiJ< dengan pengelolaan risiko dan kegiatan
pengpndalian yang mengarah pada efektivitas pencapaian tujuan
organisasi. Selain itu, organisasi telah berhasil menjdanKan tugas

dan fungsinya dengan cukup efektii, telah memiliki pelaporan

keuangan dan pengelola-an asset yang baik, serta telah memiliki
kepatuhan terhadap peraturan perundaag- undangan.

'salah,satu kendala dalam menjaiankan fungsi pengawasan

adalah belum 'optimaln;l'a personil yang kapabel, bersih, dan
akuntabel serta Pela-yana n Publik yang Prima berbasis teknologi
dan informasi sehingga perlu adanya optimalisasi pengawasan yang
berorientasi pada pcrnbini:.an daerah. Selain upaya tersebut, juga
perlu dilaksanakan pemantauan dan eva-1uasi atas implementasi
Sistem Pengendalian Interrral Pemerintah dan Akuntabilitas Kine4'a
Instansi Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga dapat
segcra dilakukan pcrbaikan sedini mungkin (earlg warning) apabila
terdapat kekurangan.

1

/ 'i" 36 T Y 6./
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5. Opi.ni Badaa Pemeriksa Keuangaa (BPKf atas laporan keuangan

daerah adatah Wajar Tanpa Pengecualian [W'IP) pada tahttn 2022

hingga 2024. Opir-ri ini mencerminkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah yang sangat baik dan transparan sesuai standar

akuntansi yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan laporan

keuangan dari BPK, BPK memberikan Opini atas keu'ajaran laporan

keuangan pemerintah Kabupaten Tu ban Tahun 2024 dengan

memperhatikan kesesuaian laporan keuar'.gan dengan standar

akuntabilitas pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas

sistem pengendaiia.n intern. dan kepatuhan terhadap ketentuan
perundang- undangirn.

Namun masih irda c€Itatan terkait dengan lemahnya sistem

pengenda.lian intern maupun ketidakpatuhan te rhaciap ketentuan

perundang-undangan yarg dituarlgran dalam Surat Nomor 82/S-
HP/XUII.SBYl04l2O25 dari BPK kepada Bupati Tuban. HaI ini
diperin<:i dengan 3 catatan spt'silik yakni: pcrtittnit, rnt'ngenrti

fleksibilitas BLUD yang belum scpcnul-rnya dialtlr clalirm pcraturart

kepala daerah yang mengaki bal kan tidak trrlttrlyrt itoll.ill) t(rJ(l)rs

dalam penyajian dan pengungkapan laporan kcttitttlg;trt; lir:rlLrrr,

mcngenai pengelolaan BUMD ticlak m<:martl;ti, [ii,rt:tilt lr: r'(lilpirl

BUMD yang belum menyusun rcncana bisnis d;rn bt'luIrr mctnbartti

dci.umen legalitas perusalraan sehingga tidak nrcrrrilil<i pt:dolnatt

.li.lam menentukan arah dzrn tujuan perusahaatr scrta potensi

muncuinya gugatan dan dencla atas legaiitas perusahaan yang tidak
berlaku dan kewajiban yang belum terselesaikan; dan ketiga,

penataErn asset tetap ' belurn nremadai, antara iair kebijakan

akuntansi nilai kapitalisttsi asset tetap belum memadai dan

pencatatan asset lanah dan ,rsset jalan belum sesuai dengan surat

keputusan (SK) ruas jalan, sehingga memiliki risiko hilangnya asset

tetap konstluksi yang dicatat pada ekstrakomptabel dal laporan

barang kurang handal karena informasi yang kurang lengkap.

v' .r (, 7
II 6/
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Tabel 2. 5. Anggaran dan F.ealisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten T\rban

Pada Tahun ke- Realisasl Anggaran ada Tahun Rasio antara Realisasl dan

29-1

568, 1 17.

000

a2,64

o/o

r oo. o0

,/o

NiA
2.O-r4 87 29I .A6t

79

710

IE5 60

to 331

!.329.32

5.089

15.349.6

0s.554

N/A

N/A

81,75

o/o

72,54

o/o

83,OO

%

ro.737

.+JO.1

53

15.821 .5

69.229

I
063

oL

79,270h
97 ,O2

49 .?23

Suntber: LKJiP inspektorat Kabupaten Tuban 2020-2024. 2025

6

2020 2022 2023 2024 2U2l 2022 2023 2o24 2020 2o21 20.22 2(123

iisidr du

2o2+

1)' (21 ' (3) (4) (s)

Prograt:r

Pemrr,usan

KebijsJ<an,

Pen(amPinga

n, dan

Asistensi

627 .49

8.000

2.229.

726.32

I

I 720.

5.11

I

N/A
69

Program

Penyelenggara
2.513.

698.50

o

9 17.56

8.00c

1 .634.

376.75

0

N/A

an

\\,a san

koBram

Penunjang

Urusal

Pemerintahart
N/A

1. 1 16.

446.32

5

9.777.

281.30

7Daerai

Kabupaten /
ta

(6) 17l {8) (e) (10) (11) lr2l (13) (14) (1s) (16) -

1.886. 19

9.157 N/A
1.828.1 1

2.066

r.421 .94 1.886. l9
9. 157

90,54

o/o

81 ,99(]/0N/A
4 688

1.60 i.58

6.00c

96,22

"/"

,/ 2*- *
3
d

47' /

I''IIB,E

2o21Uralan

32,57"/o

E
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2.1.4 Kelompok Sasaian Pelayanan Peraagkat Daerol'
Inspelrtorat Kabupaten Tuban

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok inasyarakat
yang menjadi prioritas rialam penyelenggara€rn peiayanan publik oleh

'perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan

memperdmlrangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-

masing perangkat oaer-ah,i serta. aspek kebutuhan masyarakat,

kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap
pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas

siapa yalg menjadi penerimzr layanan, perangkat daerah diharapkan

. dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi,

kebijakan, serta pelaksanaan prograrn / kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasar.ut pelayanan yang menjadi

target utama dari Inspektorat Kabupaten Ttrban selama periode

perencanaErn strategrs.

Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan

I
endampingal

Sumber: Inspektorat Kab. Tuban, 2025

Tabel di atas menggaml-atkan kelompok sasirrarl yang menjadi

fokus utama dalam pcnyclcnggaraan layanzur rtlt'h Inspt:ktorirt

Kabupaten T\rban pada periodc irri. Setizrp kckrrnlxrk sasrt,'itn itli

memiliki karakteristik darr kebutuhan .yaltl{ llcrl.rt:da, rviirr!',

mempengaruhi desain dan implenrentasi layanan yang dibcrikatt.
Penyusunan dan pemilihart kclornpok sasarein irrr lrt'rtttittirrl ttrLltrl.

memastikan bahwa setiap layanan yatlg distrli;rl<rrtt tllrprtl lrll)rrl
sas'ran dan, memberikan dampzrk yang maksimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Ilepehorat Kabupaten T\rban

Untuk meningkatkan kualitas dan j angkaual pelayiman keoada

masyarakat, Inspektorat Ihbupaten T'uban menjalirr kemitraan
strategis dengan berbagai pihr-rk. Kemitraal ini mencakup unsur
pemerintah, swasta, akadenrisi, masyarakat, dan media, yarrg

masing-masing menriJikr peran penting dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pengawasan. Berikut
ini adalah rincian mitra perangkat daerah yalg berperan dalam

mendukung kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tuban.

l)elayar ran Pembinaan

dan konsultzrsi

Seluruh Peralgkat
Daerah dan
Masvarakat

stcnsi

65 I

flo 'Bidang JenieLayaaaa' KelomPok'Sasaral

1 tu 4c. 4./



Tabel 2. 7. Mitra Perangkat Daerah

t2l (3)

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
dan Baperinda

Merringkatkan
akuntabilitas kinprja
instansi pemeiintah

lnspektorat Provinsi
.Jawa Timur

Meningkatkan efektivitas
Perrgawasan pengawasan2

Sumber: Diolah' Perlulis, 2O25

5

(rt

1

Mitra Perangl;at
Jenis Layo"o", Dukuagao' Ki.nerja

Dzierah I

I
/ '1"

36. 4
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Mitra-mitra yarg tercantum dalam tabel ini memiliki peran

penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh

lnspektorat. Koiaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan

'mitra ini menunjukkan adanya sir:.ergi yang mendukung pencapaian

tujuan Lrersama, serta memastikan bahwa pelayan an yang diberikan
kepada masyarakat rtapat terlaksarra secara efelctjf dan efisien.
Dengan adanya dukurrgan dari berbagai pihak, diharapkan mampu
tercipta pelayanaa yalg berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan
kebutuhan masyaraka t.

2.2 Permasalahan d,.n Isu Strategis Perangkat Daerah
2,2. I Peraasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peiayanan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten
Tuban memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi
kualitas dan eiisiensi pelaksanaan tugas dzu-r fungsinya.
Permasalahar tersebut dapat menr:akup berbagai aspek, mulai dali
keterbatasan sumber daya, kurarngnya infrastmkltrr ycLng memaclai.

hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanirn yzrng beiurn
optimal. Anarlisis terhadap permas:rlarhan ini sangirl pr:rrling urrtr.rlr

rtemahami akar pcnyebatrnya, sert:r untuk merumtrskan solusr 1'arrg

tepat guna meningkatkan kuzrlitas pelayantrn pulrli[<. l]t.r'ilcut irrl:rlirlr
pemetaan permasalahan yalg dihadapi oieh Insl xrlcl r-rral l(abu llatc r r

Tubar da-lam penyelenggaraan pelayanan,
r Masih' Terdapat l)enyimpangan I,t:li rhsirr:raan dan

Penatausahian di Pera ngkat Daerah
2. Masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkaa agar

nilai SAKIP Perang[at D:rcrah rneningkat
3. Pelaksanaan Pengendzrliarr dern Evalua.si ya:rg belum berjaian

OptimaI.

No

(41

Layanan
pendampingan

dan asistensi

6
/
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2.2 z ls;rl Strategls
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang hcuur; tlipertratikan

dan dikedepankan da-lam percnctrnaan pembangunan daerah karena

dampaknya dapat mcmpengaruhi daerah baik secara langsung

ataupun tidak langsung secara signilikan cii masa datang' Penentuan

isu strategis pada Inspektorat Kabupaten T\rban didasarkan pada

Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga,

Rcnstra Inspektorat Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten

Tuban dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Is.r global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang

bersifat lintas negara tlan dapal memengaruhi negara se'ta daerah.

Isu ini mcncakup perubahan iklim., krisis ekonomi global, pandemi,

kemajuan teknologi, scrta dinamika sosial dan politik internasional

y^rg -.-pengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan

masyaraiat'di .tingkat daeraJr. Isu yalg sedang terjadi secara global

diantaranya adalah:

1) Isu Sustainable Deuelopment Aoab
2) Perubahan Iklim Dur:ia dan Kebutuhan mengatasinya

3) Isu Globalisasi Ekonomi

. 4) Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

5) Isu Geopolitik dan Geockonomi.

Isu -isu diatas perlu menjadi perhatian Inspelrtorat dalam

pelakszrnaan tugas dan fungsi pengawasan selama periode 2025-2029

karena Inspektorat sebagai unit kerja yang mengawasi lalgsung

kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapar Visi-Misi Daerah-

Namun tidak terdapat rsu yang spesifik terhadap kinerja Inspektorat

sebagai aspek pendukung.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis Kementerian/lembaga

Anatisis terhadap Relrcana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga dilakukan untul< mendukung sinkronisasi dan

harmoniszrsi kebijakan antar.r pt:mer'intah pusal d;ln pemerintalr

daerah dalam rangka pencapaia;r sasaran pentbangunan secara

terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Stratt:gis (licnstrtt)

Inspektorat Kabupaten 1\rban mcrupakan bagiitrr irrtegrirl drrri isu

nasional yang bersumber dari kcbijetkan, program prioritits, dan tuah

strategis nasional. Isu-isu lcrsebut menccrmirllr irtt ltrl<rlt; kct'1rr

sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembtrngtrttan di <Llcretlt.

Ole'r karer:a itu, pemerintah daerah pcllu tnr:ttycl:uaskatr

perencanaErn dan penganggaran agar mendukung pent:itpirian sasttran

strategis nasional.

I
{s, 7

:) (2..
il
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fl BPKP (Badau Pengawasan Ileuangan dan Pombangunan)

Sasaran strategis Renstra BPKP '[ahun ')i.)25-l),\)29 itrl.tlirlr

"Meningkatnya kualitas pcngendalian int ern K / L / l)/ [llJ" tlerr g;trr .l

indikator yang digunakart scbagai alat ukul vitktti Perr;ctttasl

Y.i LIP dcngan Maturitas SPIP Lerintegrasi dctrgrtrt l<arakl"erlstik

Ierdefinisi dan Persentasc I(/L/P dengan Kapabilitas APIP lebih

dari sama dengan Ievel 3.

2.2.2.3 Telaahan I{LHS RPJMD Kabupaten Tuban

Kajian Lingkungan Hiduo Strategis (IiLHS) merupakan salah

satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunart

Berkelanjutan telah menjadi dasa:' dan terintegrasi dalam

pembangunern suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi

pertimbangan lingkungan pada tingkatar,' pengambilan keputusan

yang bersifat strategis, Yakni pada arah kebijakan, rencana dan

program pembangunan. KLHS RPJMD Kabupaten Tuban memiliki Isu

strategis sebagai berjkut:
1) Kurang Optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah;

2) Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan

pemberdayaan peremPuzrn dan anak;

3) RendAhnya |ualitas s'amber daya manusia;

4) Belum optimalnya 
'pengelolaan lingkungan hidup dan

kebencanaal; dait

5) Belum optimaJnva tata kelola pemerintahan'

Isu KLHS RPJMD Kab. Tuban yang relevan dengan tugas fungsi

Inspektorat Daerah adalah mengenai isu belum optimalnya tat.a kelola

pemerintahan. Isu tcrsebut akan meniadi bahal dalam merumuskan

isu strategis Inspektorat dalam periode perenc€ulaan j angka

menengah atau Renstra tahun 2025-2O29.

2.2.2.4 Telaahas (RPJ![D] Kabupatea Tuban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan pembangunan

daerah j angka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat

Daerah dalam merumuskan kebijaJ<al dan program pembangunan'

salah satu komponen penting daLrrn RP.IMD adalah idt:ntifikasi isu

strategis daerah (isu regronal) yang be|sumber dari kondisi laktual.

potensi, serta tantangaa pemballgunan tli wila5'ah l(aLupaten 'l'ubzr.lr'

lsu strategis tersebut menggam ba r k:rn agenda pt'iorttars yaug hartrs

ditangani secara terenc416 rlan tcrpadu oleh selurutr Pt:rangkill

Daerah. Dalam konteks penl tsun n Rencztnlt Sl t illr'liis [tlslx'l(lot rrl

Isu strategis daerah yang tercantum dalam RP.jMt-r l(rtllup:ttet1 'lubitrl

perlu diintegrasikan ke dalam pert:ncanaan Ins1lt:ltloritl li:tlrL.tlliltt tt

./J
64/n ,(361
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Tuban agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivit.as

pencapaian tujuan pcmbangunan dacrah. Adapun isu sl.rategis

daera} yang relevan €rntara lain sebreg:ri berikttt:
1) Pengu.atan fundamental ekonorni yang berorientasi pada

integrasi lintas sektor (sektor primer, sekunrlt:r rlzrtr lersicr) datt

pengembangan potensi lokal irerbasis Masyer.akitt;

2) Pembangunan inliastruktul yang mendrtrortg ltoncl<tLt'itrrs

antarwilayah untuk mencapa i pemerataa n pt'tn l.lat t 11 | t ti t tr di t t t

menekan kesenj angan pendapatan;

31 Pengembangan pertanian sebagai sektor pe ntirr g batk on farm
maupun off farn t agar memberikan nilai tambah (ualue

addedl pada kesejahterartn petani, neiayal, dan rnasyarakat serta

mendukung terciptariya ketahanzrn pangdr daerah;

4) Ferluasan investasi, khususuya yang membuka kesempatan

kerj a; memanfazrtkan bonus demografr dengan penyediaan

lapangan keda serta SDM yalg sesuai (link and matclrcd

kompetensi tenaga kerja dengan pasar tenaga ke{a), k}rususnya

cli sektor ekonomi yang memberikan m.ultiplier effect ting$;

5) Peningkatan dan 'percepatan pemenuhan layanan dasar

(pendidikan, kesehatan, jami;ran sosial dan layana;e sosial

lainnya) dan penyediaan infrastrukt-ur dasar, antarLi lain untuk
penurunan kemiskinan;

6) Penguatan sosialisasi dan edukasi berbasis masyarakat terkait

degrgan nilai budaya, perlindungan perempuan dan anak, serta

keteniraln an dan ketertiban urlium;
7) Penguatan mitigasi dan -penanganan bencana dengan

melibatkan masyarakat;
8) Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup,

penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwalvasan

lingkungan dan aman lrencana;

9) Peningkatan tata kelola pernerintahan dan pelayanan publik

<lengan mcngoptimalktrn pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Kornunikasi (TIK) serta kerjasama anr-ar - stakeholder; dan

10)Fenguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi

peningkatan PAD, kelembagaan pengelolaal belalja daerah

yang transpa-ran dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK

serta kerj asam aL anlar- stakeholder perrrbansunan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD Kabupaten Tubal yang

relevan dengan Inspektorat adalah berkaitan dengan isu mengenai

Peningkatan tata kelola pemerintaha:r dal pelaya:rar: publik dengan

mengoptimalkan pemanfaatan Tel<nologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) sertrr Kerjasana ar:tan- slukeholder.

1 6
/? .1I */ ,(

/



- 31-

2.2.2.5 Isu Strategis lnspekorat Kabupaten Tuban

Berdasarkan Inst.ruksi Mcnteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedornan Peny.rsuniur RPJMD dan Renstra Peranlkat
Daerah Tahun 2025-2029, potcnsi daerah menjadi salah satu sumbr:r

utama dalam perumusan isu stratcgil;. Penianfaatan potensi daerah

secara optimal tidak hanya rnendukung percepatirn pembangunax,

tetapi juga mendorong kemanciirizrn dan daya s:rin11 rlar:rah. Olelr

karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidenti(ikasi sebagai isu
strategis yang dapat diarahl<an mcnjadi llcl<uirlittt petnbetttlEttttittr,

Namun, tidak terdapat potensi dacrah spesitik yilnti s()sluzti tlt:ngi.t

tugas fungsi yang dilakukan lnspclit'Jrat.
Sebagai tindak lanjut dari hasii tclailh t('rlrir<litp br:rttagiri

sum1.,er yang telah clijelaskan, perlu dilakul<itn rttt<'glill;i urttuli
me.rgidentihkasi isu strategis Insp<:ktorat Kabupate rr 'l'ubal secara

komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi

daerah, permasalahan pclayanan, Renstra Inspektoral Kabupaten

Tuban, KLHS RPJMD, I?PJMD Ka,bupaten Ttrbim da.r dokumen
pcrencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam
tabel berikut:

Ji 2.
,lu

3(t 6.14
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Tabel 2. 8 Perumusan Isu Peraugkat Daerah

Meningkatkan penerapan

rnekanisme pen gendaliarr

internal yang lebih efektif

untuk menjamin
peiaksanaan program dan

kegiatan berj alan efisien dan

memherikan hasil yang

maksimal sesuai target

pembangu.nan daerah.

(3) t4)(2)(1)

Masih Terdapat .

Penyirnpangan

Pelaksanaan dan

Penatausahaan _d-i.

Perangkat Daerah

Peningkatan tata kelola pemerintaharr

dan pelayanan publik dengan

mengoptimalkan pemanfaatal

Teknoiogi Informasi dal Komunikasi

(TIK) serta kerjasa:na antar-
stakeholder

Peningkatan tata kelola pemerintahan

dan pelayanan publik dengal
mengotimalkan pemanfa atan

Teknologi lnformasi Can Kor:: -:nlkasi
(TIK) serra kel]as:.=a a--. ia---

stakelnlcier

(7\( 6

Meningkatnya

pengendalian

Meningkatnya

pengendalian

kualitas

intern

kualitas

intern

Memperkuat tata kelola

pemerintahan yang baik dan

pernerintahan yang bersih

dengan fokus pada

penguatan ri siko kor':psi

Pelaksanaan

Pengendalian dan

Evaluasi yang beium

berjalan Optimal.

Belum

cptimalnya
tata kelola
pemerintahan.

Behnn

optimalnya
tata kelola
pemerintahan

Istr Lingkulgat DiDamr$KRelevan Deagan PD '

Isu Strategls PpPermasalahan PD
Rbgional

,/ 7- 3 6 7- ?

Potensi Daerah yang

Menjadi Keweriaugan
.PD Global Nasiooal

0.7



(7t(5) (6)(4)l2l )(1)
Meningkatkan penerapan

rnekanisme pengendalian internal

l,ang lebih efektif untuk
rnenj amir: pelaksanaalr proglarn

dal kegiatan berjalan efrsien dan

memberikan hasil yalg maksimal

sesuai target
pembalgunan daerah.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan

pelayalan publik dengan mengotimalkan

pemalfaatan Tekoolog Informasi dan

Komur,ikasi (TIK) serta kerjasama afltar-

I stakelnider

Meningkatnya

kualitas
pengendalian

intern

Belum

optimalny a

tata kelola

pemerintahan.

Potensi
Daerah yang

rilgnjadi
KewenangEn

.PD

Icu I{LHS

yqrg ReIeYah

Dengan PD

o

\

oPermasalahan

PD blobat' Ilisiona!

Masih terdaPat .

berbagai aspek .
yang perlu

ditingkatkan agar

nilai SA-KIP

Perangkat Daerah

meningkat

Pelaksanaan

Pengendalian dan

Evaluasi yang

belum berj alan

Optimal

Belum

optimalnya

tata kelola

pemerintahan

Meningkatnya

kualitas
pengendalian

intern

-33-

Peningkatal pengendalian risiko

dalarn mengatasi hambatan

pecapaian tujuan

Sumber: diolah Penulis, 202.5

6/T,a

Isu Strategis PD 'Ipu Lingkuagan Dinamis yang Relevan Dengan PD'

Regionata

Peningkata-n tata kelola pemerintahar, dan

pelayalan publik dengan nrengoLimalkan

pemanfaatan Teknclogi Infcrmasi dan

Kornunikasi ITIKI serla kerjasama antar-

stakeLalder

3.G +
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Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu

strategis, sebagaimana ditarnpilkan dalam tabel sebeiumnya, telah

teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama

.lnspektorat Kabupaten T\rban. Isu-isu tersebut merepresentasikan

kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian

kinerja, penyelenggaraan urusarr pemerintahan, serta pe:nenuhal

rnandat Inspektorat Karbupaten T\rban. Isu strategis ini selanj.rtnya

digunakan sebagai landasan dalam perumusal arah kebij akan,

tujuan, sasaran, dan program yalg akal dituangkan dalam dokumen

perencanaan Inspektorat Kzrbupaten Tuban, Uraian lebih lanjut

mengenai isu strategis InspcktorzLt Kabupaten T\rban disajikan

sebagai berikut:
1. Memperkuat tata ketola pemerintahan yang bark dan

pemerintahal yang bersih dertgan fokus padzr pellSuatan risiko

korupsi;
2. Meningkatkan penerapan mekanisrrre pengendalian interna I

yang lebih efektil' unttrk mcniarnin pelakszrlaarr program cian

kegiatan be{alan efisien dan tnemberikan lutsil yi,ttl61 llli.l(simirl

sesuai target pembangunan daerah; dan

3. Peningkatan pengendali:rn risiko dalam tnt:rl gi ttasi hitttrlrettr t tt

pencapaian tujuan.

6./
'(e. T
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BAB trI
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAI(AN

3.1 Tujuan dan Sasatda jangka Menengah Peraugkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaiarr

yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode

perencarrEran j angk, menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai
'penjabaran visi d;rn misi agar lebih terarah, terukul', dan dapat

diturunkan menjadi sasaran selta program kerja. Tujuan Renstra

Talrun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin Cicapai selama

lirna tahun, yang men!€amberkan manfaat PD berdasarkan Norma,

Standar, Prosedur, ctan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau dengan rnempertimbangkan sasaran

RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari

tujual, yang menunj ukkan hasil-hasil yalg ingin dicapai seberzr

terukur dalam periode rencana strategis. Penentuall tujual dan

sasaran Perangkat Dac;rah harus seialan dengan trtlu.rn dan sasaran

j angka menengah daerah yang disusun berdasarl<arr visi clim mis;t

kepala daerah. Tujuan diu't silsararl Perangl<at [.)aerah jugrr

merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kt:perla claererh,

yang memastikan bahwa setilrp lairgkah strategrs yitrrg cltalrtlril rlirllrrt

berkontribusi secara langsung terhada.p tercapitinl u visi clan misi

tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Ttrban yang tcrcantum dalanr Ill\l MI) I(lt lttt1;rllt t I

Tuba.r Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Mbaaguu Deeo Noto Kutho, Kolaborasi, Inovatl, I(at7a,
Lanjutkan! Untuk T\rban SeJahtcra, Berkeadilaa, Borbudaya, dan

BerkelanJutan'

Visi ini memiliki dua poin penting dalam proses membangun

daerah yaitu pendehatan lApproa.ch) d'an haraparr (Vision)' Poin

pertama yaitu Mbangun Deso Iloto Kutho, Kolat'orasi, Iuovasi, Karya,

dan Lanjutkan addah pendekatan pembangunan yang tepat da-iam

rnewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat

terwuj ud pada akhir periode RPJMD, yaitu "Sejahtera", "Berkeadilal",

"Berbu$aya", dan Berkelanjutan". Misi kabupaten T\rban adalah

sebagai berikut:
1. IVlemaltapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota

yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan;

,r, { o/ Y 61I
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2. Meningkatkan Pengeloiaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
Secara Meluas (Pertahian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan),
Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis

Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan
Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan

Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan
Penge;nbargan Ekonomi Kreatif;

3. Mewujudkarl Surlbe-'r Daya Manusia Berkualitas yang
Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal;
dan

4. Menaatapkan Tata Kelola Pemerintahau Daerah yang Baik,
Akuntabel, Responsit dan tllsqingkatkan Kualitas
Pelayauau Publik Berbasls Digttal serta Menguatkan Sistem
Pengawasan yang Efektif;
Inspcktorat Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi

ke-4 tujuan Mewujudkan birokrasi pemeriatahan yang adaptif dan
melayanl dan sasaran TerwuJudaya birokrasi yang akuntabel dari
RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2A29. Sasaran dalam RPJMD

tersebut diterjemahkan menjzrcir tujuan Inspektorat Kabupaten Tuban
yang selanjutnya ddaburkan rlalam sasaran Perangkat Daerah. T\rjual
dan sasaran Inspektorat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat
pada tabel berikut:

I ,/r 4
/ "P 6.1,(s.



(1) (3)

Terwrrj udnya Birokrasi

yang Akuntabel . 20 2l 22,5 23,O

Tei'wujudnya

Birokrasi yang

Akunrabel

ir4eningkatnya kuaiitas

pengendalian,

lp..rg"o'""rr, drn

l.trlr".i
penl.elenggaraah

pcmerintahan daerah

Nilai Komponen Evaluasi

Akuntabilitas lnternal

dalam SAKIP Daerah

Nilai Maturitas SPIP a1a

66,67

IKM OPD

3,38 3.44 5 3,56 3,62

Meningkatnya

ker,.uasan :nasyarakat

terhadap layanan

89,89 90,39

i 3 0.7

(8) (e) (10) (1 1)(21 (4) (5)

80,9573,4 88,09 95,24 100

Persentase nilai SAKIP

OPD clengan kategori

minimal A

90.89 91 ,39 9i,89 92.39

NSPX

RPJIf,D

TarEet Tahun

Sasaran IndikatorTujuaD Ket.
20.25 z@6 2U27 ry24 20.29 2o3o.

2 ( tr

4.7

Tabel 3. l TuJuaa dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten T\rban

Sumbe r: Diolok ?enuiis. 2O25

"r

20,s

-(6) ln, I
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Pen,:nusan tuJuan dan sasaran di atas juga tlitlasarkzm pada

pendekatan logical frameu.,ork. Berikut ini disajikan germbiuan

mengenai logical fiameuork lnspektorat, yarrg merupakan alat

untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan

tujuan yarrg ingin dicafiai dalam rangka raendukung pelaksanaan

tugas darr fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

ltr*tllalI . raryma
R..lo P.llllrEr (\.r.n

lhruar. xsElunar-
kEdrp tuilxL.c '

I.,og*arr. AFrtrtr@.

I

I

- Erhat&ryr,rruEel
Enlsr (n rh

flfialfrnyr a.nElar|s

Gambar 3. I Logical Franen'ork Inspektorat Kabupatea ltban
Suntber: Dioloh penulis, 2O25

3.2 Strategi, Pentahapan Pembaaguaal, &n Arah KebiJakan

Perargkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat llaerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehenstf,
yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akarr

dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisttsi sumber daya,

penentuan tahapan, fokus, sertzr program/kegiatan/subkegiatan,
guna menghadapi dinamiktr lingkungan dan mencal;ai tujuan se rta

sasaran Renstra PI). Selain ilu. str.rtegi Inspt:ktoral Kirbupatcr-r

T\rban juga disusun bcrdasirrkan nlmusilrl ptrrtnzt szt lall tr rl

pembangunan yang dihadapi. Br:rikut ini adalah 1)r{)s(:s [)crtllllLlsitll
strategi Inspektorat, yang meiiputi antara lain:

taEr.:tr*aE,. Pt tra44ln r.
frcrsErfthaa *. odrl

t,

t:Twtgvr+ri)

is.rErdrya EbBtr ,]

Ieftniiudnya
ElirokFsi yang

Ahrqb.l .
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Tabel 3. 2 Penentuaa Strategi Inapektorat Kabupaten T\rban

Masih Terdapat

Penyimpangua

Pelaksanaan dan

Penatausahaan di

Perangkat Daerah

l[asih terdapat bcrbagai

aspek yang perlu

tingkatkan agar nilai

SAKIP Perangkat Daerah

meningkat

M eningkatnya kualitas

engendaliar,

pengawasan, dan

aluasi
yelenggaraar,

lpemerintahan daerah

Menirrgl<atkan

I rarrr spal.atr si,

ir rt<:gritzrs, dal
rrkuntabilitas melalur

penerapan Sistem

pen gendalian internai

yang ketat dan

pelrgawasan yang

optimal

Menguatkan sistem

pengendalian internal

melalui peningkatan

kapabilitas aparat

pengav/asan,

penyempurnaan

Mekanisme

pengawasan, dan

Penerapan

manajemen risiko di

setiap perangkat

daerah.

Meningkatnya

evaluasi kinerja

daiam rargka
Mendorong

pencapaian tujuan

pembangunan

pemerintah daerah

Sumber: Dciah penul.is, 2025

3.2.2 Arah KebiJakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian keqla yang merupaJ<an

operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan aralr

kebijakan RRIMD serta selaras dengan stratcgi dzrlam rangka

mencapai target tujuan dan saslrran Renstra PD' Selain itu arah

kebiiakan Renstra PD oisusun berdasarkan rtkar nlasalalr

pembangunan perangkat daerilh.

Inspektorat memiliki ara-h kebijah3Ir -yilllll sclirlrts tlt'rrg,rt t t

NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencani' Pembartgunatr

Jangka Menengah Daerah (RP.lMD) Kabuprtlcrr 'Ntlratr 'l'ahltrr

2025-2029, dengart rincian scbagai berikul:

Pelaksanaan

Pengendalian da:-t

Eva.luasi yang belum

berjala:r Optimal

Rumu.can EtratogtIaaselahNo
'sdsaran

M-t t
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Tabel 3. 3 Arah KebtJakan laspektorat Kabupaten T\rbaa

4)

Meningkatkan kualitas kebijakan teknis pengawasan untuk
memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan

efektivitas fasilitasi pengawasan

(s)

Permendagri 107 Ta-hun 2O 17

perumusan kebijakan teknis bidang

pengawasan dan fasilitasi pengawasan

pelaksalaal Pengawasan internal terhadap

kinerja dan ket angan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, <ian kegiatan

en wasan lainnva

ipelaks alaan pen gawasan untuk tujuan tertentu

atas penugasan dari kePala daerah

4 lp"rr1,',rsr.ran laporan hasil pengawasan

lpelaksanaan administrasi inspektorat Daerah

Memperkuat peiaksa^naan pengawasan internal yang akuntabel

dan transparan untuk raendukung pencapaian kinerja melalui
2 p€nguatan kapabilitas APIP

emperkuai pengaw-asan tujuar tertentu atas laporal
,arakat, isu khusus, dal penugasan dari kepala daerah

eningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaporan hasil

gawasan

,{eningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola administrasi

ternal

Optimalisasi pelaksanaan tusas :aj:-:ah ai- i'-i kepia daerah

Implementasi tatakelola

pemerintahan yang bersih,

kapasitas fiskal yang

meningkat dan pelayanan

publik yang inovatif

berbasis digital

6

,/

peialsanaan fungsi lain yang diberikan oleh

kupala daer'ah terkait dengan tugas dan

lfun

Sumber: Dolah Penu.l.is, 2O25

6

(3)(1) t2)

1

No .operasioaalisasi NSPK . Arah Kebijakagr RPJ@ ' Arafr Kebtjakan Renstra PD Ket.

2 3 /

L
I

I

I

o

3

*T
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3.2.3 Penahapan Pernbangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan irdalah prioritas pembangunan
tahunan dalam rangkzr pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah. Gambaran peritahapan pembcr-ngunan selama lima tahun ke
depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaiitn tujuan darr

sasaran secara bertahap, scjalan dengan prioritas pembangunar-r

daerah dal kapasitas pelaksanaan prcgram r>lc:h pellirngkal r lrreralr .

Berikut ini adalah tahapan pemban6;unan -yarrg rlirt'rrt.ilrral<arr rlalirrn
periode lima tahun merrdatang:

Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tuban

lmplenrentasi

srstem

pengendalian

intern
pemerintah

pada seluruh
perangkat

daerah dan

peningkatan

kapasitas

APIP

Sumber: Dolah penulLs, 2025

Penguatan

implementasi

sistem

perrgendalian

intern dan

pelrguatan

pe-ngawasan

dahm
meningkatkan

transparansi
pelayar,an

publik

Penguatan

koordinasi

dan evaluasi

hasil
penerapan

srstem

pengendal-ran

intern
terhadap

hasii kinerja
darr

akuntabilitas

kine{a

'Konsolidasi

budaya

birokrasi

yang

akuntabel

dan

berdampak

keplda
pelayanan

publik
prima

(r) l2l (l l) (4) (s)

Perryusunan

kebijakan

dan pedoman

integritas,

pemerartaan

pelatihan

dasar

antikonrpsi,

dan

peningkatan

akuntabilitas
kine{a

h"p I r Tahap III
.l2o2bl

.tahai Iy
|2o2ql

Tahap.V

(2O3()l

Tah4p II

l2oz7l
o

" 12oza1

6./r.t I z.IW 3.( o/ +
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PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Keglataa, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan. dan subkt:giatan merupakan elemen kulrci
clalam pencapaian tujuan dan sasar€tn yang telah CiletaSrkan pada Bab

III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (llenstra) ini. Itogram, kegiatan,

da.n subkegiatan Inspektorat Kabupatcn Tuban disusun dengan

mempertimbangka-n da.n mcmpcrhalikan trtgas scrta lungsi yanli

dimiliki oleh Inspektorat. Perumusan nomenklatur program, kr:giatarr

dan subkegiatan di dajam .-iokunrcn Ilen;atrit Slt illcHlrj (llt lrtil r'.r)
Inspektorat Kabupaten Tuban mcngacu dan sosuiti (l( tlgrrrt l)t:rrtlttrlttt
Menteri Dalam Negeri beserter pemutirkhirannva.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses porttmusiltr progranl,

kegi'.an, dan subkegiatan di Inspel<torat Dacral.r Kirlrtrpitlen 'lubat-r,

yir.r.g merupakan lrasil dari cuscuditLg tujuan dan sirsirrart yang telah
ditetapkan dalam dokr"rrnen Rencana Strategis (Rr:nstra). Proses

pcrumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan prograrn

yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta priorilas pcmbargunan
daerah, serta untuk mcmastikan pencapaian outcom e dan outputyang
diharapkan.

I

t'
2 3f, 4

/
5r 6



-43-

Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiataa dan Subkegiatan Inspektorat Kabupaten TLrban

{6) (71 (8)12) (3) {4\ (s)(r)

TerwuJudaya

BlroLrasl yang

akuntabel '

Nilai Komponen Evaluasi

Akuntabili'tas Intemal

da.lam SAKIP Dacrah

Nilai Maturitas SPIP

Menlnglatnya kunlitas

peugeadalian, 
.

pengewa6aD dan evaluael

peayele nggaraan

p€Ererlntahnn daorah

Persentase I.lilai S I,KIP

OPD dengan Kategori

Minimal A

Persen!ase rekomendasi

temual hasil

p€ngawasan APIP yang

di Tinciak Lanjuti (%)

Sasaran

Program

Penyelenggaraan

Pengarpa8an

,/ ? 3G r t 6./

.. I{SPK daro

Sisaraa RPJMD

yaig ReleYaD

a o
' - Program/ Keliatan/

Subkegiatau
o{ncdr/te t q*"tTujuan Iridikator Ket.

Meningkatnya

penyelerggaraan

Pengawasan

Pemerintah

Daerah



Tindaklanjut

Rekomendasi BPK Tahun

Anggaran N- I

Terselengpraranya

Pengawasan

intemal

pemerintah daerah

Prosentase

Penyelenggaraan

Pengar-asan [nt6md

Penyelenggaraan

Pengaweaan lnternal

Pengau,asal Kinerja

Pernerinta}t Daerah

Pengawasan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Reviu Laporan

Kine rja

Reviu Laporan

Keuangan

Progr.E/ Xcgtatan/

. Subkegiotan
Tujuaa

)-- 6 7'1

-44-

trSpK ,t',r

Sasaran RPJDID
o

y4ug Relevan

Indlkator Ket.Sasaran Outcome Otttput
o

P 6 'l
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Pengau,asan Desa

Kerja Sama

Penga$'asan Internal '

Terselenggaranya

Pe n ga\\'asan

riengan tuj r.ran

tertentu

Monitoring dan

Evaluasi Tindal<lanjut

Hasil Pemeriksaan

tsPX dan APIP

Persentase [Ep

Penyelenggaraan

Pengawasar Dengan

Tujuan Tertentu

Pe:ryclenggaraau .

Pengawasan Dengan

Tqlua! Tertentu

Penanganan

Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Pengawasan

Dengan Tujuan

Tertentu

Ftognn/ Kegiatan/

- o Subkegiatan
Output

-T

Y'/'13- 3{ 7 6
/

NSPI( dan.

SasareE RPJUD
o

. yang Rglevan

Ket.lnditetorOutconeSasaranTorjuan 9

_-------T--------
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Menlaghtnya
kualitas
pendampingan

dan aslgtensl

melqlul

peningka,tan

Lapabilltas AIIP

Kapabilitas APIP

Prosentase Dok

Perumusan Kebrlakan

Teknis di Bidang

Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan

Tersusunnya

kebijakan teknis

di bidang

Perrgan asan dan

fasilitasi

Pengawasan

Program Perumuasn

KebtJakaL,

Pe n&m'p lngau dan

Aslster:,ai

Penimusan

KebiJakan Tekala dl

Bldang Pengawaaaa

daD. Faalllta8l

Peogawesan

Perumu san Kebij

Teknis di Bidang

Pengawasarr

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Fasilitasi Pengau,asan

akan

ITSPK daa

Sasaraa RPJIIID

5raqg ietew.in
Indilrrtor

.o

,t w '4 lr r 6

Prograrn/ KeBiatan/

Subkeg,atan
Sasaran Outcorne Ket.Tujnqn Output
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Pe ndrmpLugEn dsn

Arlstelrsi
Prosentase laporan

Pendampingan dan

Asistensi yang

diterbitkan

Terselenggaranya

pendampingan

dall asistensi

Pendampingan dan

Asistensi Urusan

Pemerintahan

Daerah

Pendampingan,

Asistensi, Verifikasi,

dan Penilaian

Reformasi Birokrasi

i

I
I

I

I

OutEorne

Kcordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi serta

Vcrihkasi

Pencegahan dan

Pemberalrtasan

Korupsi

43C.'/lb 6./

IISPK den

Sasaran RP&II)

.lrarg'Relerbn .

Ket.IndikatorSasaran OuqutTujuaa
o

Progr..E/ Kegletan/

. Iiubteglat{n
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ilai Evaluasi AKIP

gkat Daerah

Pendampingan,

Asistensi dan

Verihkasi

Penega.kan

Integritas

PrograE

PeuuuJaag Urusau

Pemerlntahan

Daerab

Kabupateu/ Kota

ITSPK daa

Sasarau RP..rlUD

yang Relevsn

IEdit for

6/

PrograE/ Kegistan/
' Subkegiatan

Tujuan Sasaran Outrornc Ouqut Ket.
o ilD
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Berdasarkan informasi padt'. tabel di atas, hal tcrst'hut selittr.it-ttnvrr

menjadi dasar dalam penentlran progranl, kegiatan, su [rkt:,]iat.itrt, irtdik-ator

kine{a, target, dan pagu. indikatif. Proses ini memastil<an bahwtr st:tiap

elemen yang ditetapkan terintegrasi dcngan tujuan darr srlsartltl yilrlg telllll
ditentuk'^n sebel,,rmnya, serta mendukung pencapairrn ltasil .yatng tenrkur
dan terarah sesuai delrgan prioritas pembalgunan drlerah. 'l abel bedkut
ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, serl a

pendanaannya:

36 v ,f 6 t1 2
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Tabel 4. 2 Rencana Program, Keglatan, dan Pendanaan Perangkat Daetah Inspektorat Kabupaten Tuban

2320 20,5 21,5

IASPEX'OR7I7 DJTERJ

:i.!i

utst R PItE^wrs lv
OR L"SA N PE|,TR' ICA'TA IJ

2t

3.L2332 3,5
Srsd :lcirEia:_.a
Xual'B! PGISE cal:r.
rtnta\raB da, E\.lrari

Pmcnntairu Daerall

71,4L

Jutrrlr} OPD

NilaiSAKIt'

Scluruh OPD x
IUP/o

i 9o7.2sa 944 2 948,3a5,602 15,456.445.7492 026,<rA3 392

i.r!.t D.a Pa!! tlrtibtlftrhu! 2O25-2t(,O

2()302026

(rottzl

\

a

P#

tBt

20;29

tr6t

rujue. TcBljudnia
BirckE.i yMg Aluntlb.l

PEI\-EI.ETGCA.T.A.\ " 
*. *o-*J

J2 q
*/

6./,

r.r!'.. ltbir Pcrii.

2023

a1

a
lliLng UEqa/ Tsrqr./

S.uru, Protn6/
out@n./ lt tt.tu, S{b

f,ctr.hr, (ry

IGT
,heUtE

Fo,huL.r ,arll,r' cr,a
m7

OLr"

ltu.

NA

. {r3llr2t ltat. lt!l tra

l.It t

Ita,

np

tu f3) t4t Ft16l ol9l llel Gol



- 51 -

lmOutdm. M.nirglaErrr
Fr.!ri.nttEra. ttieruas

x 1r0",/,

100 ! cro

3 327 o49 lrsd 16 7t I t0t 304

10()

3 r3A 382 lm

LHP

LHP

t(]!4/"

t4t It6lls)

ET

t6l {19t

o t ra.,

Fnt.tuE lrte-nrl

l ,q 7 0.7,/ 2.

,.rt t Alllr PcrLa.

llrLla Ue', lll{.d -G.t r!/ PEi,lE/ _
OEt@n./ K.ct t i, aut

B.al.tu,/ outpor

l''!,a
Par& 7rr@
- .o -tu21

. .TrrE r

2gts

ta

t 4r.E ht lrlD.lirLlE A54@

Mt 2@A

".rr.t 
!..I Tt.t . hlE

tet

?d29

. F.e

lr3)

m30

(r4I14) o6l{rot. {l1l trzl
a
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a
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P.harE Eb.tl.
P.h.tbt.h Dr.nh

5 5 5 337 020 900
2 02' ro4 500

Our?ut Sub l(.snrt!

33? 0::a 9CO

I

P.r|.,..u E.u.!8. n
P.h.d!trhDa.nh -t

O!:put Sub Kqra'a

ftngrqtle K.uange.

10

57 219 000 oo0 r : .r 8?o 000
2ra t74 000 2tg 314
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Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam

Dokumen RPJMD, seita kegiatan dan subkegiatal dalam Dokumen

Renstrd, langkah selanjutnya ada.iah memilih darr menentukal
kegiatal serta subkegtatan yang akan secara iangsung r..rendukung

pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini

, dilakukan dengan mempertimbangkar kesesuaian antara program

prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas a,lokasi

sumber daya, ,dan keraampuan perangkat daerah dalam

melaksanakan kegiatan iang ditentukan. Dengal demikian, kegiatan

dan subkegiatan yang dipiLih dapat memberikan kontribusi maksimal

dalam mencapai tujuzrn dan sasarart yang telah ditetapkan, serta

mendukung realisasi outcome yarug terukur dan terarah.

' Tabel 4. 3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam

arendukuag Program Prioritas Pembangunau Daerah

PenyelenS€araatr Pengavasal

Dengan Tujuan TerteEtu

t)

(s)(i) (3)\2\ (4)

Reviu Lir;xrt it t t li:ttc t.;tr

Reviu Lalxtrltrr l((: uang,an

Me ni.Bgtetnya kualitas

pengendalian,

pengawasan dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

PrograE

Penyelenggaraan

Penga.wasaa

Penyclenggaraan

Pengewasal Internal

Peng;twrtsittt lrt ur:ttl1'.ir t t

P(jmCrinti,lt | )rr(:ritll

Pengawasarr Desa

Kerja Sama Penga-wasan

Internal

Monitoring dan Evaluasi

Tindaklaniut Hasil Pemeriksaan

BPK dan APIP

Kegiatan/Subkegiataa 'Ket
..Outbome.No PrograE P{ioritas

,42.
lJ T

3[.1 I I

I

Pengawasirn Kr nerttr Pen tcrinta I t

Dacrah
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(1) 12) (51

Pengawasan Dengan Tuj uan

Tertentu

Program

Perumusau

Kcbijakan,

Pendampingan,

dan Aaistensi

(3) (4)

Penalganan Penyel esaian

Kerugian Negara/ Daerah

M€ [gkltEye kualitas
pendanpingan dan

flaiate[ai Eelalui

Perunusan Kebijakau Teknis

di Bidatrg

Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan

ingkatan kapabilitas

Perumusan Kebijakan Teknis di

Bidang Pengawssan

No ProEraE Prioritirs 6outcone Kegiataa/Subkegtatan : Ket.

Perumusan Kebijakan Teknis di

Bidang Fasilitasi Pengawasan

Pend.empinEaE dar Asistensi

Pendampir rgarr d.rn Asistensi

UrLtsa:r Pernelio tirhan I)aerah

Koordirr; r"i, Mrrnilor rrt11, ,ltrr.t

Evaluasi scltrr Vt'r iliklsr

Pencegaharr rlirn

Pemberat rtasrrr r hot'ttpsi

Pendampingarrr, Asistensi dzm

Verihkasi l)cnr:gal<an Integrrtas

4.2 KlaerJa Penyelenggaraar Bidang Uruean

Penyelenggaraan urustr rf pemerintahan oleh Inspektorat
Kabupaten T\rban ditrkur meL ui sejumlah indikator kinerja yang
menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai
kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke
dalam dua kategori, y.ritu Indikator Kineda Uta-rna (IKU) dan Indikator
Kinerja Kunci (lKK), 1,ang masing-masing memiliki peran strategis
dalam mendukung proses perencanaan, pelaksarrallr, dal, evaluasi
kinerja perangkat daerah,

1
1

2

Pendamlringa r r, Asister r si,

Verifik; tsi, I llr r'r I)r:r u ltr irr t r

Refolmirsi lrirrrkrirsi

I o7 T Y 6 t



4.2.1 Indikator Kinerja Utama {IKU}

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas

tujuan dan sasaran strategis [nspektorat dalam melaksanakal urusan
pcmerintahan. IKU bc"sifat outcome-oiented dar' digunakan untuk
rnenilai. dampak p..,ye1".,ggaraan fungsi utarna perangkat daerah

terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Befikut ini
adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja
yalg akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4. 4 Indlkator KinerJa Utana Perangkat Daerah

23,0

Nila i

J

Persenterse

nilai SAKIP

OPD dcngan

katr:gori

minimal A

I)rirsentirse 88 09 95,2+

89,tt9 ()o,39 , , I ,,s!) 1) 2,:t',,)

4.2.2 lr.dikator KincrJa Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adatrh irrcliltirtor yang

menggambarkan'keberhasiltrn penyelenggaraan suittu urusan
pcmerintahan olch perangkat clireralr. Sebagai tolok ukur keberhasilan

dalam pelaksarraan urusap pemerintahal daerah, Inspektorat Daerah

telah menetapkan Indikator Kinerj a Kunci yang merujuk pada

Indikator Penyelenggaraan Umsan Daerah yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut
ini adalah rincian indikator kinsrja kunci (IKK) beserta target l<inerja

yang aka-n dicapai selama periode perencanaan:

{61 (81 (e) (10)(3) (41 (sl(U (2t

Nilai

3,56 3,62

2.t) 21

3,38 3,413,32 3 52

Nitai

MaLuritas

SPIP

lo07 3,4 1.,(),95

qo,8!)IKM OI'D Intleks4

:;.*;- + . TarEet Tahunri-t--:'-'-Er---+

'?0/26' 2027 2O2A
l{o--'IEditsBtor

20/29 2oi3o,

6 t4/I I 347l

-(r9-

() I,.]')

2025

17l

20,5

Nilai

Komponen

Evaluasi

Akuntabittas

Intcrnul

dalam SAKP

Daerah

66,b /
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Tabel 4. 5 Indikator Kiuerja Kunci Perangkat Daerah

100

Indcl<s 89,8()

(8) (e) (10)(4) 17t(u t2t

23,O

Nikri

Komponen

Evaluasi

Akuntabilit

as lr:teura]

daliun

SAKIP

Daerah

{s}(3) (6)

21Nilai 20 20,s

Nilai

Marurir

as SPIP

N.ilut 3.14 3,62 t32

Perscn tas(: 66,67

3 3,38

oq .)4

Persentase

nilai

SAKIP

OPD

dengan

katcgori

minimr,l

3

oo ?o90,89

73,8 80,95 88,O9

90,3!) 91,39 9 t,49
IIiM

OPD

I 2.
,/

36 -l 5 6

'2027?0/26. 2029 20,30

t1
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PENUTUP

5.1 Kesiatrlulaa

Rencana Sirategis (Rcrrstra) Perangkat Daerlih Kabupaten

Tuban berlaku selama lirna tahun dari tahun 2O2i> hingga 2029.

Dokumen Rencana Strategis lnspcktorat Kabupzrten 'l\ban berisi

perencanaan yang merangktrm visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.
Rencana Strategis lnspektorat Kabupaten Tuban ini diharapkan

dapat memperkuat peran para pemaxgku kepentingan daiam

menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalarn

mengul5.ur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan

Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis .lndpektorat
Kabupaten T\rban Tahun 2025- 2029 memerlukan dukungan serta

komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
'kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

D6ngan . dirumuskann-ya Rencana Strategis (Rcnstra)

Inspektorat Kabuiatdn T'uban Tahr:n 2025-2029 diharapkan menjadi

pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan bcrbagai

kebijakan strategis di lingktrngan Inspektorat. Dokumen ini juga

diharapkan rnampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada

. masyarakat dan kcordiriasi antarperangkat daerah, serta

berkontribusi secara o ptimal dalam mendukung pencapaian visi dan

misi Provinsi Jawa Timur.

5.2 Kaid.ahPelaksanaaa

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi

untuk mcnjamin konsistensi, eibktivitas, dan efrsiensi dalam

pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat. Kaidah ini disusun untuk
rnemastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran, pengendalian, dan evaluasi progr;m Can kegiatrn

perangkat daerah berjalan sclarils detrgan dokurnelt perencanaarl

pcmbangunan daerah lainnya baik iangka menengrrh maupun jangkrt

panjang.
Dalam rangka memastikan pelaksan:ran ltettt'l:rtit Str:rteplis

Inspektorat Tah.un 2025'2021) bcrjalan sccara cl-cktil, cfisit'n, tcrartrlt,

dan terukur, maka ditetapkan k:ritlirh pelaksanitirtr :;t ltitgitt Irt:r'tl<ul :

6.1
6. r1 2.

,fY
,1,
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1

,2

3

4

Seluruh progrErm, kegiatan, dzrn subkegiatan yang tercantum
dalam Renstra ini hanrs disusun dan dilal<serr ralcan rlengan
mengacu pada arah kcbijzrkan dan si:.saran pol<ok RPJPIT

Kabupatcn Ttban Tahun 20'2.5-2045 serta ltl\lMI-) lirrbr.rl>att'rr

Tuban periode berjalan.
Perencanaan dan penganggaran tahunan mtlirltrr ltt:rrr arrir Ker'1rr

(Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja l)t'rrt'rinlatr l)ut:r'trir

(RKPD) harus mengacu pada target dan indil<rrtor l<irrer.iil yang

telah dititapkan dalam dokumcn Renstra irri, <lt'rrgirrr rrrc:njamin

keterkaitan yairg konsisten antara input, output, dant outcome.

Pelaksanaan program strategis yang bersilat li[tas sektor
dilakukan melalui koprdinasi dengan perangkat dar:rah terkait,
guna menciptakar sinergi dan menghindari tumpang tinciih
pelaksanaan.

Pengarnbilan kepul.usan dalam pelaksalaan Rensira ini hzrrus

didirsarkan perda data yang s;ahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi
kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan sik-lus
pengendalian pen" bangunan, dan hasilnya menjadi dasar
perbaikan berkelan.j utan.
Dalam hal t-crjadi perubahan regulasi, nomenklarur, 'struktur
organisasi, atau d inamika strategis lainnya, maka itenstra ini
dapat disesuaikan scpaojang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5

5.3 Pengendelian dan Eviluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap peiaksanaan Rencana
Strategis lnspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2A29 dilakukan
untuk menjarnin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
yarrg telah ditetapkan. Pengendalial bertujuan untuk memastikan
kesesuaian antara pelaksanaan program dal kegiatal dengan rencana
yang telah disusun, sedangkarl evaluasi d.ilakukan untuk menilai
efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksaaaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit I (satu) ka-li dalam 1 (satu)

tahun dengan menggunakan hasil eva-luasi terhadap hasil Renja
Inspektorat Kabupaten Tuban. Namun jika te{adi perubahan regulasi
yang mengatur mengenai Per:gendalian dan Evaluasi Dokumen
Renstra, maka mekanisme Pengt:ndalian dan Evaluasi Renstra
dilakukan dengan mengacu pada reiJulasi yzrng ber.laku

6./I I 2.
/rJ

3[ 4
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Demikian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029, apabila dikemudian hari dokumen ini terdapat
ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun
ekstemo), maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

AGUK WALUYO RAHARJO, S.H. M.Hum

ttd

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALI RA FARIDZKY


